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PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA 

NOMOR   49   TAHUN 2024 
 

TENTANG 

 

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA JAYAPURA 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

WALIKOTA JAYAPURA, 

Menimbang 

 

 

 

 

 

Mengingat 

: 

 

 

 

 

 

: 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (4) dan 

ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Jayapura 

Tahun Anggaran 2025; 

 

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 

Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom 

di Provinsi Irian Barat (Lembaga Negara Tahun 1969 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 249); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1993  Nomor 68); 

4. Undang-Undang Nomor  21 Tahun  2001 tentang Otonomi  

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali trakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 
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  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5679); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 

142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                  

Nomor 6523); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322) 

  9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang dan Jasa/Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 

2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa/Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

    

 

 



3 

 

 

 

  10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan 

Barang dan Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan 

Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60); 

  11. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional; 

  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05 Tahun 2012 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, 

Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita  Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

  14. 

 

 

 

15. 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan 

Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
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  17. 

 

 

 

 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan 

Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 683). 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA 

SATUAN PEMERINTAH KOTA JAYAPURA TAHUN 

ANGGARAN 2025. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kota Jayapura.  

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Jayapura.  

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

6. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat  

SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi 

keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang 

saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan 

pembangunan daerah. 

7. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat dengan SHS adalah 

harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan 

mempertimbangkan tingkat kemahalan regional. 
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BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP 

Pasal 2 

 

(1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi 

Pemerintah Daerah untuk menyusun anggaran biaya kegiatan di 

Lingkungan Pemerintah Daerah dalam Rencana Kerja dan Anggaran 

Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. 

(2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, 

efektifitas dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pengendalian 

anggaran belanja daerah. 

(3) Peraturan Walikota ini memperhatikan prinsip : 

a. efisiensi; 

b. efektifitas; 

c. kepatutan; dan  

d. kewajaran 

 

BAB III 

STANDAR HARGA SATUAN  

Pasal 3 

 

(1) Peraturan Walikota ini sebagai pedoman SHS Tahun Anggaran 2025. 

(2) SHS sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: 

a. satuan biaya honorarium; 

b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; 

c. satuan biaya rapat/pertemuan dalam dan luar kantor; 

d. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;  

e. Satuan biaya pemeliharaan;  

f. Satuan Harga Barang; dan 

g. Satuan ASB dan HSPK. 

(3) Penyelenggaraan SHS berbasis SIPD, yang terdiri dari: 

a. Standar Harga Satuan (SHS); 

b. Standar Satuan Pokok Pekerjaan (HSPK); 

c. Analisis Standar Belanja (ASB); dan 

d. Standar Belanja Umum (SBU); 

(4) SHS Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
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Pasal 4 

 

(1) SHS digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD. 

(2) Dalam perencanaan anggaran,  SHS  berfungsi sebagai: 

a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam 

penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat 

daerah;  

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan  

c. bahan perhitungan pagu indikatif APBD.  

(3) Dalam pelaksanaan anggaran, SHS Perubahan  berfungsi sebagai:   

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam 

pelaksanaan anggaran kegiatan; dan  

b. perkiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena 

kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar 

dan sebab lain sesuai ketentuan peraturan perundangan 

 

Pasal 5 

 

(1) Apabila barang/jasa yang harganya tidak tercantum dalam 

Peraturan Walikota ini, maka sebagai dasar pengadaan 

menggunakan survey harga pasar. 

(2) Dalam hal harga barang/jasa melampaui Standar Harga Satuan  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), harga yang 

digunakan mengikuti harga pasar yang berlaku pada saat 

pengadaan.  

(3) Barang-barang yang sudah terdaftar di E-Catalog LKPP maka 

harganya dapat mengikuti harga yang sebagaimana tercantum di E-

Catalog LKPP. 

(4) Penyesuaian harga standar satuan barang dan jasa dilakukan 

dengan Keputusan Walikota sesuai ketentuan perundangan                     

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

 

Peraturan  Walikota  ini  mulai  berlaku  pada tanggal  5 Januari 2025. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 

Jayapura. 

 
 

Ditetapkan di Jayapura 

Pada tanggal  28  Juni  2024 
     

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA 

TTD 

L. CHRISTIAN SOHILAIT  

Diundangkan di Jayapura 

Pada tanggal  28  Juni  2024 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA, 

TTD 

        Dr. FRANS PEKEY, M. Si 

          PEMBINA UTAMA MADYA 
     NIP.19670616 199403 1 015 

 

BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2024 NOMOR 570 
 

 

                               Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya 

 

a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

 

HELLENA DAWIR, SH, MH 

PEMBINA  TK. I 

                        NIP. 19740505 200312 2 0124 

 


